"' BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWES] UTARA

PERATURAN DAERA;H:KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 2= TAHUN 2019

' TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Menimbang:

Mengingat

—

. Pasal 18 &

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa bérda%sarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondoﬁﬁl&omor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, | telah ditetapkan
pengangkatan dan pemberhennan perangkat desa;

bahwa telah dltetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menterzv Dala.m Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkat%ar:l'dan Pemberhentian Perangkat Desa;

bahwa * berida;tsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruif a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentahg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

'Bolaang Mdngondow Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengangkatalf; dan Pemberhentian Perangkat Desa;

yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indones1a .ahun 1945;

. Undang—U idang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah- DaFrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik indones1a Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan

_Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang—Uﬁdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia. ’fahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik: Indonesm Nomor 5234);
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4. Undang-Uncéiang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Iﬁlegféra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-‘Undanfg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587%} Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan - Urfdaﬁg—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerlntahan :Daerah, {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 5679);

. Peraturan :Pe#nerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelajksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomc;r 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemermtah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang iPerubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
P\elaksariaaﬁ;_té)ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 137, :Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57 17"), ,

. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah dlubah dengan ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun |2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negérl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Ber1ta Negara Republik Indonesia
tahun 20181nomor 157);

. Peraturan 'Mcnten Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pér?_mg;angkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimanizt telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
teritang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Nega;fa Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

2




* TAHUN 2016 TENTANG PENGAN

9. Peraturan l?é;erah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11

Tahun 20 L6 tentgnjgﬁf_ Pengangkatan Dan Pemberhentian

- Perangkat Desa (Lerﬁbafari Daeraii - Kabupaten Bolaang

Mongondo_w‘ :f}Tahvun 2016 Nomor 11. Tambahan Lembaran
Daergh ’I‘ahUn 2016 nomor 11);

row
]

Dengén Persetujuan Bersama
DEWAN P]ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG P

‘ ERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 11

T GKATAN DAN PEM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam 3ératuran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabqpaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah!’ Kabupaten Belaang Mongondow Tahun 2016
Nomor 11) diubah sebagai berjikut; :
1. Ketentuan Pasal 1 dita_mbéh 5 (lima} angka yaitu angka 15, angka 16, angka

17, angka 18 daﬁ é.ngka 19l gehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

. g Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah 11;11, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupéfen Bolaang Mongondow. _

2. Pemerintah” Daerah ac'gglah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat
Daerah sebagai unsur|penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalai} Bupati inlaang Mongondow,

4. Kecamatan 'adalah V'\'_fﬂayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Bolaang Mpngondow.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berweni:aj;lg untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat,i- berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. '

6. Camat adalah pemiirxipin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kef)éda Bupatimelalui sekréta_ris daerah.

7. Pemerintahan Desa afﬁalah penyelériggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyara_@{ét setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Im;ione.sia.
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8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibanty Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemeriritahan Desg '

9. Sangadi adalah pejabat
wewenang,tugas dan :kewaj
Desanya dan melak

Pemerintah ~ Desga yang mempunyai
iban untuk menyelenggar.

akan rumah tangga
sanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

10. Sangadi Definitif adalah San
Bupati untuk desa hasil pemekaran.
Perangkat Desa adalah unsur staf
penyusunan’ kebijakan dan koordinasi
Desa, dan unsur pendhkung tugas San
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana
12. Kepala Dusun adalah unsur perangka
kewilayahan. ;
13. TimPengisianPerangkatDesa adalah Tim yang dibentuk oleh sangadi
untuk melakukan penyaringan Péfaﬁg}cat Desa.
14. Pelaksana Tugas adaiéh,Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang
diangkat oleh Bupati atau Sangadi untuk melaksanakan tugas perangkat
b desa yang kosong. :
i "hari kerja.: ‘
\ 12 112’11?21:::1 alzl’::ngadilag Qdalah pernygtaan hakim yang diucapkan dalam

. PR ER
Q‘idﬁﬂﬂ‘ o vm A e L

11.

yang diwadahi dalam Sekretariat
gadidalam pelaksanaan kebijakan
teknis dan unsur kewilayahan.

t desa sebagai pelaksana unsur




10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

(1

(2)

Pemerintah Desa ad-dléh Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemeriritahan Desa.

Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang,tugas dan f'lftewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksélnakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. . -

Sangadi Definitif agialailz Sangadi hasil pemilihan yang telah dilantik oleh
Bupati untuk desa hasil pemekaran.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam
penyusunan’ kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendixkung tugas Sangadidalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam ,’,Bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Kepala Dusun adalah; unsur perangkat desa sebagai pelaksana unsur
kewilayahan. o |
TimPengisianPeranékaftDesa adalah Tim yang dibentuk oleh sangadi

untuk melakukan penyaringan Perangkat Desa.

Pelaksana Tugas ada;l:éh,‘ Pegawai [Nege"ri Sipil atau Perangkat Desa yang
diangkat oleh Bupati atau Sangadi untuk melaksanakan tugas perangkat
desa yang kosong.

Hari adalah hari kerja.

Putusan Pengadilan j’q;délah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, 'yang'dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tersangka adalah sebj‘ang yang karena perbuatanya atau keadaannya
berdasarkan bukti pI rmulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana. - :

Terdakwa adalah seOfging tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
di pengadilan. 3 ' |

Terpidana “adalah - #%orang yang dipidana berdasarkan putusan

!

pengadilan yang telah|

memperoleh kekuatan hukum tetap.

i
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. Ketentuan dalam Pasal 6 [é.yat (2) huruf ¢ dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut: .

t
[

o Pasal 6
Perangkat Desa d1aﬂgkat -olehi"Sangadi dari warga Desa yang telah
memenuhi persyarata}é umum dan khusus. "
Persyaratan Umum ;sébdgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut: o
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat; SRR | '
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun; S
c. dihapus; dan
d. memenuhi kelengk@é.%pan persyaratan administrasi.

-
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(3)

g

berikut: rt 13 “

ikuti ujian te u1 g o ujan
y ml:ngxllks urituk Calon Sekretaris Desa harus mengl .
> et komputer.

ketrampilan mengoperasman

R

3. Ketentuan Pasal 7 hurufa dil%lbah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kelengkapan persYaratan efdéministrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6
ayat (2) huruf d, antara lain terdm atas:

a.

b.

Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang d1tandatangan1 pejabat
berwenang;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

surat pernyataan memegang ‘teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas
segel atau bermaterai cukup;

. ljazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang

dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat
yang berwenang; ;

. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas; dan

surat permohonan menjadl Perangkat Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel’ ‘atau bermaterai materai 6000 (enam
ribu) bagi perangkat ’Desa yang dlproses melalui penjanngan dan
penyaringan:

4. Ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf b diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai
berikut: b

| , Pasal 21

Sangadi memberhentlkan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan

Camat. :

Perangkat Desa berheﬁt{ karena:

a. meninggal dunia; |

b. permintaan sendiri; dtau

c. diberhentikan. ‘i

Perangkat Desa d1berhent1kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ karena: .‘ !’ |

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,;

b. dinyatakan sebaga.} terpidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (1itméa) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;!
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(4)

(1)

(3)

d. tidak lagi .memenuhi? i)ersyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
e. melanggar Jarangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian Perangiéat“Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dan huruf 3;, ditetapkan dengan keputusan Sangadi dan
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah ditetapkan.

pPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nuruf ¢ wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Rekomendasi tertulis . Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) |

didasarkan pada persyéi'atan pemberhentian perangkat Desa.

. Ketentuan ayat (2 ) Pasal 22 éﬁdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Perangkat Desa dib;e‘irhentikan sementara oleh Sangadi setelah

berkonsultasi dengan Camat.
Pemberhentian seméntara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena: i
a. ditetapkan sebagai tersangka . dalam tindak pidana korupsi,

terorisme, makar, danfatau tindak pidana terhadap keamanan

Negara, : .
b. dinyatakan sebagaifj terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan,; L
c. tertangkap tangan-g dan ditahan;dan/atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai
dengan ketentuaniperaturan perundang-undangan.
Perangkat Desa yangidiberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf &, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak
terbukti bersalah oler'; Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap
maka dikembalikan kepada jabatan semula.

. Ketentuan ayat P(gsal 23 }déitambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3A) dan ayat (3B),

sehingga berbunj;i sebagaij% berikut:

(1)

(2)

'  Pasal 23

Dalam hal terjadi, k:iekpsongan jabatan | Perangkat Desa maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang

~ dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Sangadi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung
sejak tanggal surat penugasan.
Pengisian jabatan 'Péréngkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2

(dua) bulan sejak :-Pélffarflgkat Desa yang bersangkutan berhenti.
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(3a) Pengisian jabatan P’erarigkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(3b) Pengisian perangkat’ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
dikonsultasikan dengan camat.

. Ketentuan Pasal 28 ay,at{ (2) dituba{l{’ ’Sehin*gga Pasal 28 berbunyi sebagai

berikut: o 4 » . ‘

: . Pasal 28

(1) Selain penghasilan te:tf:é.p Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan
dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan
lainnya “yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan
perangkat desa,;

(2) Jaminan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan pe;undang—undangan

. Diantara Pasal 28 dan Pa'séll 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A
(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa,
yang bersangkutan dibébaskan sementera dari jabatanya selama menjadi -
Perangkat Desa tanpa 'fkbhilangan haknya sebagai pegawai negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yéﬁg terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa
sebagaimana d1maksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai
pegawai negeri Slpll mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan

pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Tt
i

. Ketentuan Pasal 30 dlubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2), sehingga
Pasal 30 berbuny1 sebaga1 benkut

- Pasal 30

(1) Perangkat Desa yang d1;tngkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini,
tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat
keputusan pengangkatannya

{2) Perangkat sebagmmaria dimaksud pada ayat (1} yang diangkat secara
periodisasi yang telah |habls masa tugasnya dan berusia kurang dari 60

(enam puluh) tahun. ii ?




Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow.

| = Pada tanggal 29 dmi 2019
: BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

7
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Ditetapkan di Lolak 4

Diundangkan di Lolak -
pada tanggal 29 Juni 2019

\
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR (2/ 2019) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR 2

NO. PENGELOLA | PARAF

@ 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | 7
2. | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL <
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- DAERAH
SEKRETARIS DAERAH | 77
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW




